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ABSTRAK 
Devona Valerie Simatupang, 2025. Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Pajak Wajib 

Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota Samarinda. Dibimbing oleh Bapak 

Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh self assessment 

system dan pengetahuan pajak wajib pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib 

pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda. Dalam penentuan sampel, penelitian ini 

menggunakan metode stratified random sampling dengan membagi populasi menjadi beberapa 

kelompok kecil, dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang 

berdomisili di Kota Samarinda. Dan sampel terbagi atas 100 wajib pajak orang pribadi per 10 

kecamatan yang ada di Kota Samarinda, sehingga dari hasil penelitian didapatkan 1.078 responden 

yang telah mengisi kuisioner penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer 

yang diperoleh dengan kuisioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system dan pengetahuan 

pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. 

Kata Kunci: Self Assessment System, Pengetahuan Pajak, Penggelapan Pajak. 
 

ABSTRACT 
Devona Valerie Simatupang, 2025. The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Tax 

Evasion in Samarinda City. Supervised by Mr. Rusliansyah. This study aims to test and determine 

the effect of the self-assessment system and tax knowledge on tax evasion on individual taxpayers 

domiciled in Samarinda City. In determining the sample, this study uses the stratified random 

sampling method by dividing the population into several small groups, in this study the population 

is all individual taxpayers domiciled in Samarinda City. And the sample is divided into 100 

individual taxpayers per 10 sub-districts in Samarinda City, so that the results of the study obtained 

1,078 respondents who have filled out this research questionnaire. This type of research is 

quantitative with primary data obtained by questionnaire. The analytical tool used in this research 

is SmartPLS 4.0. The results of this study indicate that the self-assessment system and tax knowledge 

have a positive and significant effect on tax evasion. 
Keywords: Self Assessment System, Tax Knowledge, Tax Evasion. 

 

PEiNDAiHULUAiN 

Dari banyaknya daftar negara berkembang Indonesia termasuk dalam bagian dari 

negara yang melakukan upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan 

berkesinambungan. Dengan adanya upaya yang akan dicapai ini maka pemerintah Indonesia 

harus bergerak cepat dalam meningkatakan sumber penerimaan negara yang berasal dari 

pajak, karena salah satu pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak. Menurut 

Soemitro dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 

pajak adalah bentuk iuran wajib untuk seluruh rakyat dan harus dibayarkan ke kas negara 

masing-masing menurut undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1978). Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa dan dilakukan untuk kepentingan 

masyarakat itu sendiri. Pembayaran pajak yang sudah dikumpulkan atau disetorkan kepada 
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Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang berada dibawah kepemimpinan Kementrian 

Keuangan Indonesia, akan dikelola untuk membiayai pengeluaran umum negara sehingga 

dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.  

Saat ini Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak yaitu, official assessment 

system, self assessment system, dan withholding system (Ayu Fitriani, 2022). Dari antara 

ketiga sistem pemungutan pajak ini, yang paling sering digunakan adalah self assessment 

system. Hal ini dikarenakan rata-rata jenis pajak baik dari pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, hingga pajak bumi dan bangunan 

menerapkan penggunakan self assessment system sebagai metode dalam penyetorannya 

(Hasanah & Indriani, 2013). Melalui penerapan sistem ini memberikan tanggung jawab 

penuh pada masyarakat dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya.  

Pemberlakuan sistem ini tetap memberikan tanggung jawab bagi petugas pajak untuk 

melakukan pengawasan terkait pelaporan pajak wajib pajak dan memberikan sanksi apabila 

ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak yang tidak 

bertanggung jawab.  Pada prinsipnya, penerapan self assessment system akan berjalan 

dengan lancar, apabila semua masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh 

akan kewajibannya (Amanda et al., 2023). Melalui hal ini masyarakat dituntut agar proaktif 

dalam melakukan pelaporan, penghitungan, dan penyetoran pajak yang terutang. Untuk itu 

sangat penting bagi setiap wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan di 

Indonesia. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi benar-benar memahami akan setiap 

prosedur dalam perpajakan itu sendiri.  

Pengetahuan perpajakan adalah hal-hal yang diketahui dan dimengerti oleh wajib 

pajak tentang konsep dan ketentuan dasar bidang pajak terhadap jenis-jenis pajak yang 

berlaku di Indonesia, dimulai dari pemahaman akan perhitungan pajak yang terutang, 

perhitungan tarif pajak yang berlaku, pembayaran yang sesuai dengan perhitungan, hingga 

melakukan pelaporan yang sesuai dengan pajak yang terutang (Novianti et al., 2023). 

Pengetahuan terkait perpajakan tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, perlu 

adanya pemahaman serta pembelajaran dan sosialisiasi dari pihak Dirjen Pajak kepada 

masyarakat. Mengingat bahwa peraturan perpajakan sering kali berubah-ubah untuk itu 

sangat penting bagi petugas pajak agar dengan giat dapat melakukan sosialisasi terkait 

peraturan-peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan harapan tidak 

hanya sekedar diketahui, namun dapat dipraktekan dalam pelaporan pajak wajib pajak, agar 

dapat mengurangi hal-hal menyimpang yang sengaja dilakukan untuk mengambil 

keuntungan bagi diri sendiri.  

Apabila setiap wajib pajak memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab mereka 

dalam bidang perpajakan, maka kasus-kasus yang akan berakibat mengurangi pendapatan 

negara akan berkurang. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak insiden yang 

melibatkan ketidaktaatan wajib pajak dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap 

kewajiban yang seharusnya dijalankan. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini 

mengambil celah untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Mereka 

melegalkan segala cara agar dapat memanipulasi pembayaran pajak yang seharusnya sudah 

menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (Razif & Rasyidah, 2020). Salah satu cara yang 

sering digunakan adalah dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Melaporkan 

pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan menggelapkan dana 

tersebut.  

Kasus yang belum lama terjadi pada tahun 2023 di Kota Samarinda, seorang dengan 

jabatan Wakil Direktur pada CV. Adji Putra bernama Jimmy Bin Surya Gunawan 

diserahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak Kalimantan Timur dan 
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Utara kepada Kejaksaan Negeri Samarinda dengan dugaan penggelapan pajak senilai Rp 

476.831.878,00 (Multianatha, 2023). Berdasarkan hasil wawancara tim RRI dengan Kepala 

Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Agung Ary 

menyatakan bahwa Jimmy diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

PPN yang tidak benar atau tidak lengkap yaitu dengan tidak menyetorkan pajak yang telah 

dipotong atau dipungut dari perusahaan PDAM, CV SS, dan CV STSJ mulai dari Januari 

2015 hingga Desember 2015 sehingga kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan 

oleh penggelapan pajak tersebut sebesar Rp 476.831.878,00 . Penggelapan pajak yang telah 

direncanakan oleh Jimmy yaitu dengan menyampaikan laporan PPN palsu atau tidak 

lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dari perusahaan lain, 

sehingga, terjadi lonjakan penggelapan yang sangat besar. 

Pada tahun 2020 juga terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan tersangka 

MIF selaku Direktur CV. BIS di Kota Samarinda. Menurut keterangan Samon Jaya, selaku 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur tersangka MIF diduga 

melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan dengan menyampaikan SPT Masa PPN 

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja mengkreditkan Faktur Pajak 

Masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ke dalam SPT Masa PPN Wajib 

Pajak, yang telah dilakukan oleh tersangka sejak masa pajak Januari 2012 hingga Desember 

2015 dan akhirnya mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.922.412.500,00. (Rugikan Negara 

Rp 2,9 Miliar, Kejari Samarinda Tahan Tersangka Penggelapan, 2020). 

Kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Kota Samarinda, pada tahun 2021 Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bersama dengan Korwas Polda Metro Jaya menetapkan 

tiga orang tersangka, berinisial YSM, AIW, dan satu korporasi PT. GF yang diduga 

melakukan tindak pidana terkait bidang perpajakan yaitu tidak melakukan pembayaran 

pajak selama satu tahun pada tahun 2018. Riyono selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan 

Tinggi Jawa Barat mengungkapkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka 

yaitu dengan sengaja tidak melaporkan SPT PPh dan PPN di tahun 2018, yang 

mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.639.670.983 (Ramadhan, 2021). 

Menurut theory of planned behavior yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 

menjelaskan bahwa sikap atau perilaku seseorang didasari pada sebuah niat. Niat yang 

timbul ini dapat terjadi oleh karena 3 faktor utama, pertama adanya keyakinan bahwa dari 

suatu perilaku akan memunculkan sebuah sikap yang akan berpengaruh menguntungkan 

atau tidak (Attitude Toward the Behavior). Kedua, adanya motivasi atau tekanan sosial dari 

lingkungan sekitar mengenai suatu perilaku untuk melakukan atau tidak sebuah tindakan 

(Norma Subjektif). Dan yang terakhir, adanya perasaan atau persepsi seseorang dalam 

melakukan sebuah tindakan akan mengalami kemudahan atau kesulitan (Perspektif Kontrol 

Perilaku). Melalui teori ini terdapat hubungan antara perilaku seseorang dengan tindakan 

dalam melakukan penggelapan pajak. Pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan 

didasari pada pemikiran, niat, dan respon individu terhadap faktor eksternal dalam hal 

permasalahan atau peluang yang dihadapi.  

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan illegal yang dilakukan dengan 

sengaja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab agar mengurangi beban pajak yang 

seharusnya dibayarkan/disetorkan. Penggelapan pajak biasanya dilakukan dengan cara 

membuat faktur palsu, tidak melakukan pencatatan dalam penjualan, membuat laporan 

keuangan palsu, melaporkan pajak yang cenderung rendah, hingga menyuap pegawai pajak 

untuk merekayasa bahwa kurang bayar yang seharusnya menjadi lebih kecil (Rismauli et 

al., 2023). Penggelapan pajak dapat terjadi karena adanya peluang, yang dimanfaatkan oleh 

oknum tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sistem pemungutan 
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pajak yaitu self assessment system dapat menjadi celah bagi oknum tersebut untuk 

melakukan penggelapan pajak dengan sengaja. Karena setiap wajib pajak diberikan 

tanggung jawab penuh untuk melaporkan sendiri terkait perpajakannya. Selain itu, 

pengetahuan perpajakan yang masih sangat kurang juga dapat menjadi faktor bagi wajib 

pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga, dengan leluasa para wajib pajak ini 

melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan namun mereka lakukan akibat 

dari ketidaktahuan bahkan kesengajaan secara sadar demi kepentingan pribadi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini akan membahas 

terkait permasalahan tersebut dengan judul “Pengaruh Self Assessment System dan 

Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di Kota 

Samarinda” 

 

METODOLOGI  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 

Dengan tujuan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih agar diperoleh 

pemahaman yang mendalam terkait dua atau lebih variabel. Melalui pendekatan ini akan 

diperoleh hubungan sebab-akibat yang menghubungkan antar dua atau lebih variabel, yang 

terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, diketahui bahwa nilai p-value yaitu 0,000 

(kurang dari 0,05), dan path coefficient berada pada angka 0,434 dengan arah positif. Hasil 

ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari self assessment system 

terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak orang pribadi 

yang berdomisili di Kota Samarinda. Self assessment system berpengaruh positif dan 

signifikan yang dimaksud adalah semakin wajib pajak mengetahui tentang self assessment 

system maka akan semakin meningkatkan tindakan penggelapan pajak, dalam bentuk 

membayar, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang tidak sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya.  

Hasil olah data penelitian ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang penulis 

lakukan, disebabkan oleh seluruh responden telah memiliki NPWP dan mayoritas responden 

berpendidikan tinggi. Dengan dimilikinya NPWP sebagai wajib pajak, maka secara otomatis 

sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment system sehingga seluruh 

responden telah mengetahui terkait sistem ini dengan baik didukung dengan pendidikan 

tinggi yang dimiliki oleh responden sebagai wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan self 

assessment system berpengaruh positif. Selain itu, dijelaskan pada tabel 4.8 deskriptif 

variabel self assessment system menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,40 dan tabel 4.7 

deskriptif variabel penggelapan pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,45 yang 

berarti bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.  

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh 

positif terhadap penggelapan pajak, terdapat dampak yang tentu saja mempengaruhi wajib 

pajak sebagai subjek penelitian dan direktorat jenderal pajak sebagai tatanan tertinggi dalam 

bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi terhadap wajib pajak adalah adanya 

eksploitasi terhadap celah sistem yang berlaku dengan memanfaatkan fleksibilitas sistem 

untuk memanipulasi data dan mengurangi kewajiban perpajakan yang terutang secara ilegal. 

Dampak selanjutnya bagi wajib pajak adalah adanya risiko mendapatkan hukuman pidana 

atau sanksi administratif jika terbukti melakukan penggelapan. Selain itu, adanya perspektif 
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wajib pajak lain yang merasa dirugikan karena telah membayar pajak dengan benar, 

sedangkan wajib pajak yang tidak bertanggungjawab justru diuntungkan. Selain bagi wajib 

pajak hal ini tentu saja akan lebih berdampak bagi direktorat jenderal pajak sebagai posisi 

tertinggi dalam bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi adalah adanya penurunan 

kepatuhan pajak, wajib pajak tidak mempercayai sistem yang berlaku. Harus dilakukan 

pembaruan sistem atau kebijakan dengan menyempurnakan keseluruhan aspek agar 

meminimalisir celah untuk memanipulasi data. Dan harus dilakukan peningkatan terhadap 

pengawasan agar dapat mendeteksi kecurangan sejak awal agar tindakan penggelapan tidak 

terjadi.   

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory of planned behaviour 

yang mendukung hasil penelitian. Sejalan dengan konsep dari teori ini yang menjelaskan 

bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu, sikap terhadap perilaku, norma 

subjektif, dan persepsi kontrol perilaku maka teori ini mendukung self assessment system 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dalam konsep theory of 

planned behaviour menjelaskan bagaimana penerapan self assessment system yang 

memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak akan berdampak terhadap 

perilaku penggelapan pajak, sehingga akan meningkatkan tindakan penggelapan pajak. 

Namun, apabila teori ini didukung dengan teori pendukung yaitu deterrence teori yang 

menjelaskan tentang adanya ancaman hukuman dan pemberian efek jera yang diberikan 

bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab akan menjadi solusi terhadap dampak 

negatif yang terjadi. Semakin cepat terdeteksi tindakan penggelapan pajak, maka dari pihak 

fiskus akan semakin cepat untuk mengambil tindakan dengan memberikan hukuman atau 

sanksi berat yang memberikan efek jera bagi wajib pajak, dan akan dipublikasikan sebagai 

bentuk edukasi dan peringatan bagi wajib pajak lain yang ingin melakukan tindakan 

penggelapan pajak.  

Dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment 

system dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan seperti 

penggelapan pajak (tax evasion) dengan alasan-alasan yang menyalahkan hanya dari pihak 

fiskus saja dan kurangnya kesadaran moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Hasil 

penelitian ini diperkuat dengan penelitian Azhar et al., (2023), Styarini & Nugrahani, 

(2020), Razif & Rasyidah, (2019), dan Salsabila & Priyadi, (2024) yang menunjukkan hasil 

bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan 

penggelapan pajak (tax evasion). 

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax 

Evasion) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diketahui bahwa nilai p-value yaitu 0,000 

(kurang dari 0,05), dan path coefficient berada pada angka 0,485 dengan arah positif. Hasil 

ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak wajib pajak 

terhadap penggelapan pajak berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak orang pribadi 

yang berdomisili di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan arah positif dan 

signifikan yang artinya hasil olah data penelitian ini berbeda dengan pengembangan 

hipotesis yang penulis lakukan yaitu menunjukkan arah negatif dan signifikan. Pengetahuan 

pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan yang dimaksud adalah semakin wajib 

pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan maka akan semakin meningkatkan tindakan 

penggelapan pajak, dalam bentuk membayar, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang 

terutang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  
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Hasil olah data penelitian ini berbeda dengan pengembangan hipotesis yang penulis 

lakukan disebabkan adanya faktor internal dari dalam diri responden, sehingga faktor 

tersebut yang menyebabkan arah positif pada hasil penelitian. Dapat dilihat pada tabel 4.3 

yang memuat pendidikan terakhir responden, data terbanyak yaitu, S1 (sarjana) dengan 

persentase 52,4%. Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar responden memiliki 

pendidikan yang tinggi/terpelajar sehingga memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula pengetahuan yang 

dimilikinya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak memiliki 

pengetahuan pajak yang baik pula. Selain itu, dapat dilihat pada tabel 4.9 deskripsitf variabel 

pengetahuan pajak wajib pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,44 dan tabel 4.7 

deskriptif variabel penggelapan pajak menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,45 yang 

mengakibatkan arah penelitian positif terhadap penggelapan pajak.  

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, tentu saja terdapat dampak yang 

mempengaruhi wajib pajak sebagai subjek penelitian dan direktorat jenderal pajak sebagai 

pusat tatanan bidang perpajakan. Dampak yang dapat terjadi terhadap wajib pajak adalah 

adanya risiko terjerat hukum dan kerugian finansial, sebagai akibat dari tindakan 

penggelapan pajak. Adanya kecenderungan berperilaku oportunistik dengan memanfaatkan 

pengetahuan tinggi yang dimiliki untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga 

tentunya hal ini akan merugikan wajib pajak lain yang patuh terhadap kewajiban perpajakan 

mereka. Dampak lain yang dapat terjadi bagi direktorat jenderal pajak adalah terjadinya 

penurunan penerimaan pajak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan terbesar negara. 

Hal ini juga dapat menurunkan citra direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang 

dipercaya oleh masyarakat. Disisi lain, direktorat jenderal pajak harus meningkatkan 

pengawasan terhadap kecurangan dengan memperkuat sistem deteksi kecurangan dan 

memperketat regulasi.  

Teori utama dalam penelitian ini adalah theory of planned behaviour yang mendukung 

antara persepsi dalam hipotesis penelitian dengan arah negatif dan hasil penelitian dengan 

arah positif yang menunjukkan arah yang berbeda. Meskipun arah dari hasil penelitian ini 

berbeda dengan hipotesis yang telah dibangun diawal, theory of planned behaviour dapat 

menjadi dasar teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa pengetahuan pajak bisa 

berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak. Dari ketiga faktor utama 

dalam theory of planned behaviour yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 

perspektif kontrol perilaku dapat dipengaruhi secara berbeda-beda sehingga dapat 

menimbulkan dampak yang positif atau negatif terhadap penggelapan pajak. Teori ini 

meskipun dibangun berdasarkan hipotesis negatif, namun juga dapat digunakan dalam 

pengembangan hasil penelitian yang positif. Dari hasil penelitian menunjukkan arah positif 

maka artinya adalah pengetahuan pajak yang tinggi akan meningkatkan niat penggelapan 

pajak. Jika dikaitkan dengan tiga faktor utama dalam theory of planned behaviour, yang 

pertama akan meningkatkan perspektif kontrol perilaku, wajib pajak yang paham akan 

aturan dan paham akan perpajakan akan merasa mampu untuk memanipulasi pelaporan 

pajak. Kedua, akan membentuk sikap terhadap perilaku yang mendukung tindakan 

penggelapan pajak, ketika wajib pajak melihat adanya ketidakadilan atau korupsi yang 

dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab maka pengetahuan akan digunakan untuk 

merasionalisasi kecurangan tanpa merasa bersalah. Dan yang terakhir, norma subjektif 

lingkungan yang mendukung terhadap tindakan penggelapan pajak karena menganggap hal 

tersebut biasa saja. 
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Solusi yang dapat menjadi pencegahan tindakan penggelapan pajak yang berasal dari 

tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak adalah dengan 

deterrence teori. Teori yang memberikan ancaman hukuman dan efek jera bagi pelanggar 

hukum. Wajib pajak cenderung akan menghindari penggelapan pajak, jika mengetahui 

bahwa risiko yang akan dihadapi lebih besar daripada manfaat dari tindakan penggelapan 

pajak.  

Dengan kondisi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak 

wajib pajak yang semakin tinggi akan semakin mendorong wajib pajak untuk melakukan 

tindakan penggelapan pajak demi mengambil keuntungan pribadi terhadap hal-hal yang 

dapat mereka kendalikan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Marlina, 

(2018), Tarmidi et al., (2020), Saragih & Rusdi, (2022), dan Tjendra et al., (2024) yang 

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggelapan pajak (tax evasion). 

 

KESIMPULAN 

1. Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak 

(tax evasion) hal ini dikarenakan dari hasil penelitian seluruh responden telah memiliki 

NPWP dan mayoritas responden berpendidikan tinggi sehingga mengetahui sistem ini 

dengan baik. Didukung dengan analisis deskriptif pada variabel self assessment system 

dan penggelapan pajak yang menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,42 yang berarti 

self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. 

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat berdampak pada wajib pajak sebagai subjek 

penelitian, yaitu adanya risiko mendapatkan hukuman pidana dan saksi administratif 

jika melakukan penggelapan. Dampak lain dapat dilihat pada direktorat jenderal pajak 

sebagai tatanan tertinggi dalam bidang perpajakan, yaitu menurunnya kepercayaan 

wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, dan penurunan kepatuhan wajib 

pajak terhadap kewajiban perpajakan.  

2. Pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggelapan pajak (tax evasion) disebabkan oleh mayoritas responden penelitian ini 

pendidikan terakhirnya adalah sarjana (S1), sehingga dapat dikatakan bahwa responden 

terpelajar dan otomatis memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Didukung dengan 

analisis deskriptif pada variabel pengetahuan pajak wajib pajak dan penggelapan pajak 

yang menunjukkan angka rata-rata (mean) >4,44 yang berarti pengetahuan pajak wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil dari 

penelitian ini dapat dilihat berdampak pada wajib pajak sebagai subjek penelitian, yaitu 

risiko terjerat hukum dan kerugian finansial apabila terdeteksi melakukan kecurangan 

dan meningkatkan kecenderungan berperilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi. 

Dampak lain yang terjadi bagi direktorat jenderal pajak adalah, terjadinya penurunan 

penerimaan pajak, dan penurunan citra direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang 

dipercaya masyarakat.  

Saran 

Saran terhadap self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggelapan pajak dan pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggelapan pajak yaitu dengan memberlakukan teori deterrence (teori 

pencegahan). Dasar dari teori ini adalah ancaman hukuman yang akan mendisiplinkan 

tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga akan menekan kasus penggelapan 

pajak di Indonesia. Selain itu, saat ini direktorat jenderal pajak telah melakukan pembaruan 

sistem adminstrasi layanan dengan aplikasi coretax. Dengan adanya aplikasi ini sistem 
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pemungutan pajak di Indonesia menjadi lebih terarah dan dapat dikontrol melalui satu 

sistem pusat, sehingga untuk mendeteksi kecurangan akan lebih mudah. 
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